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Abstrak 
Penerapan program Polmas yang dilaksanakan oleh Kepolisian Wilayah Sragen dalam 
menjalankan program terwujudnya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman 
beralkohol Kasat Narkoba Polres Sragen mengatakan bahwa:  Diantaranya yaitu: a) 
Membangun Kemitraan, bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Kepolisian Sragen 
dengan masyarakat dengan menjalin kerjasama yang melibatkan tokoh masyarakat, 
tokoh agama, dan tokoh pemuda yang ada di wilayah Sragen. b) Peran FKPM dalam 
Menjaga Kamtibmas, peran FKPM dalam mengidentifikasi, mensosialisasikan Polmas 
kepada masyarakat di seluruh Kelurahan Sragen. Dalam menangani kejahatan yang 
ditimbulkan karena pengaruh minuman keras ini, pihak kepolisian mengalami 
berbagai hambatan, yaitu : a) Masih ada di beberapa daerah, meminum minuman keras 
merupakan tradisi untuk merayakan suatu peristiwa; b) Perbuatan oknum kepolisian 
yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras; 
c) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi 
penyalahgunaan minuman keras. 
 





The implementation of the Community Policing program carried out by the Sragen 
Regional Police in carrying out the program for the realization and control of alcoholic 
beverages circulation in the Sragen Police Narcotics said that: "Among them are: 
community, religious leaders, and youth leaders in the Sragen region. b) The role of 
FKPM in Maintaining Kamtibmas, the role of FKPM in identifying, socializing 
Community Policing to communities throughout the Sragen Kelurahan. In dealing 
with crimes caused by the influence of liquor, the police experience various obstacles, 
namely: a) There are still in some areas, drinking liquor is a tradition to celebrate an 
event; b) The actions of irresponsible police officers who protect alcohol dealers and 
sellers; c) Lack of community participation to participate in tackling alcohol abuse. 
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Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak 
berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). 1  Hukum merupakan aturan yang 
tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum sendiri merupakan aturan yang 
mengatur tingkah laku manusia. Tatanan, kebebasan dan ketertiban di dalam 
masyarakat sendiri diatur oleh hukum. Jadi jaminan perlindungan terhadap kebebasan 
induvidu sebagai anggota masyarakat haruslah sesuai dengan hukum. Adanya hukum 
merupakan suatu kebutuhan masyarakat baik secara induvidu maupun maupun dalam 
berinteraksi dengan orang lain di dalam pergaulan yang ada dimasyarakat. Hukum juga 
dibutuhkan dalam pergaulan dimasyarakat, karena hukumlah yang menjadi landasan 
atau aturan dalam tata kehidupan dimasyarakat.2 Perilaku yang tidak sesuai dengan 
norma hukum tersebut disebut juga dengan penyelewengan terhadap aturan atau norma 
hukum yang telah ada. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan 
ketentraman dalam kehidupan dimasyarakat. 3  Salah satu masalah yang 
memperhatinkan dan harus mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah yaitu 
mengenai masalah minuman beralkohol atau biasa disebut minuman keras yang 
banyak dikomsumsi oleh kalangan remaja ataupun kalangan masyarakat. 
Mengkomsumsi minuman beralkohol atau biasa disebut miras yang berlebihan dapat 
berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang yang dapat mengarah pada 
tindakan criminal, seperti halnya ugal-ugalan di jalan raya  yang dapat menggangu 
ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan atau keributan di tempat umum, dan juga 
menggangu ketentraman dan ketertiban dimasyarakat.4  Dikalangan remaja Daerah 
Kabupaten Sragen mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras sudah 
menjadi hal yang biasa, yang di mana banyak para remaja dalam mengonsumsi 
minuman keras khususnya miras oplosan berada di tempat-tempat umum. Biasanya 
para remaja tersebut sering meresahkan masyarakat karena ulah-ulahnya yang 
membuat onar, membuat gaduh pada malam hari. Padahal sudah ditegaskan dalam 
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Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2018 yang 
menjelaskan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang 
yang telah menjelaskan mengenai larangan terhadap pelaku usaha yang diatur dalam 
Pasal 26 yaitu sebagai berikut: 
1) Setiap pengecer atau penjual dilarang: 
a. Melakukan penjualan kepada: 
1. Pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; 
2. Perempuan; atau 
3. Pegawai negeri, kecuali untuk kepentingan pengawasan, pengendalian 
dan penegakan hukum yang dibuktikan dengan surat perintah tugas. 
b. Menjual minuman beralkohol yang tidak dilenkapi dengan izin edar dan 
label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan 
c. Membuat campuran minuman beralkohol atau oplosan dengan bahan lain 
tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar 
keamanan dan mutu pangan. 
2) Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung 
Minuman Beralkohol kepada konsumen. 
3) Distributor, Sub Distributor, penjual langsung dan pengecer dilrangan 
mengiklankan minuman beralkohol dalam media reklame dalam bentuk 
apapun, kecuali terbatas pada lokasi usahanya.  
Untuk mengatasi persoalan-persoalan mengenai minuman beralkohol atau miras 
tesebut maka perlu adanya langkah trobosan ataupun tindakan tegas yang dilandasi 
dengan niat yang tulus untuk mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, baik 
dalam masyarakat yang menjadi korban ataupun masyarakat sebagai pelakunya. Maka 
di sini sangkatlah perlu adanya tindak lanjut dengan upaya penanggulangan oleh aparat 
penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Berdasarkan hal-hal yang 
telah diuraikan penulis di atas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk 
melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Penegakan Hukum Terhadap 
Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Sragen 
(Studi Atas Implementasi PERDA NO. 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan 





berikut: (a) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap 
pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah Sragen ?; (b) 
Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan aparat kepolisian dalam penegakan hukum 
terhadap Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah 
Sragen ? 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang 
dilakukan aparat kepolisian terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran 
minuman beralkohol di daerah Sragen, dan hambatan aparat kepolisian dalam 
penegakan hukum tersebut. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 
memberi wawasan dan memberi sumbangan pemikiran serta landasan teori bagi 
pengembangan ilmu hukum pidana. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang digunakan 
untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian dengan cara 
meneliti data sekunder terlebih dahulu yang selanjutnya yaitu meneliti data primer 
yang ada di lapangan.5 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu suatu jenis 
penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk melukiskan atau menggambarkan 
suatu subjek, keadaan, gejala, kelompok tertentu, ataupun untuk menentukan 
penyebaran gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 
satu dengan gejala lainnya yang ada di dalam masyarakat.6 Sumber data primer dalam 
penelitian ini didapatkan melalui wawancara terhadap narasumber yaitu aparat 
kepolisian Polres Sragen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berupa 
dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian lainnya. 
2. METODE 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 
sistematika, dan pemikiran tertentu yang dapat bertujuan untuk mempelajari satu 
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ataupun dua peristiwa hukum dengan melakukan menganalisis terhadap bukti-bukti 
yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.7 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Penegakan Hukum Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap 
Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah 
Sragen 
Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan norma-
norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan 
budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang 
memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan 
budaya minuman keras, yang seringkali menimbulkan masalah. 
Minuman keras merupakan stimulant, karena mengandung unsur yang dapat 
menyegarkan tubuh,  namun hal ini merupakan pendapat yang salah karena stimulant 
hanya bersifat sementara. Sedangkan akibat yang lain dirasakan para penggunanya 
dalam jangka berkala terjadi penekanan pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan 
lesu dan kantuk. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Sragen mengatakan 
bahwa: Pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol 
diselenggarakan dengan berasaskan: (a) Pengayoman, (b) kemanusiaan, (c) Bhinneka 
Tunggal Ika, (d) keadilan, (e) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 
(f) ketertiban dan kepastian hukum.8 
Menurut Kasat Narkoba Polres Sragen yang diwawancarai oleh Penulis, beliau 
menyatakan bahwa: Masih ada peredaran miras di Sragen. Miras yang dicari ada dua 
jenis yang pertama minuman keras yang paling populer di Sragen yaitu ciu. Meskipun 
ciu itu bukan minuman, namun masyarakat luas sudah mengenal bahwa ciu itu 
minuman keras, meskipun itu bukan minuman tetapi dibenak masyarakat sudah 
mengakar itu minuman keras. Namun peredaran Miras di Sragen tersebut telah sesuai 
dengan peraturan daerah. Namun ada tempat-tempat tertentu yang di perbolehkan 
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karena telah mendapatkan izin seperti pub, cafe dan hotel-hotel berbintang yang 
memang sudah ada izin khususnya SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol).9 
Kalau di tempat-tempat seperti pub, cafe dan hotel-hotel berbintang itu standart 
kadar alkoholnya yang resmi dan di sana tidak ada ciu. Ciu dilarang karena yang 
pertama ciu itu bukan minuman. Yang kedua kadar alkoholnya belum terdeteksi 
karena belum dicek di laboratorium oleh penjualnya. Maka dari itu ciu sangat dilarang, 
ciu sendiri peredarannya di Sragen sebenarnya tidak begitu banyak, cuma produksinya 
ada di Sragen. Jadi oleh perajin dijual di luar wilayah dengan cara mengelabui pembeli 
dengan mengatakan itu adalah minuman beralkohol. Karena antara menjual alkohol 
dengan ciu berbeda tipis,karena ciu tidak di cek di laboratarium dan bentuknya hampir 
sama dengan alkohol.10 
Peredaran miras mulai begitu marak di beberapa daerah. Pemerintah dalam 
kebijakannya mulai melakukan upaya pencegahan, yang dimana tentunya 
mengupayakan melalui salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.  Polri 
sebagai salah satu aparat yang memiliki kewajiban untuk mencegah adanya peredaran 
miras yang ada di masyarakat. Oleh karena itu aparat kepolisian berupaya melakukan 
upaya penanggulangan secara maksimal melalui empat cara yaitu: (a) Langkah 
preventive berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas yang rawan 
mengkonsumsi minuman tersebut,(b) Langkah yang selanjutnya yaitu represif yang 
berupa upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum acara yang berlaku apabila terjadi pelanggaran hukum, (c) Dengan 
melakukan pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas 
bahaya miras dan penanggulangannya, (d) Upaya lainnya dengan mengawasi 
penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotek atau toko kimia yang 
rawan disalah gunakan. Khususnya, yang digunakan sebagai campuran miras 
oplosan.11 
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Bentuk kemitraan yang dilakukan pihak Kepolisian Sragen khususnya bagian 
Bina Masyarakat antara lain pemberdayaan Pemolisian Masyarakat dan pemberdayaan 
pengamanan swakarsa, seperti yang telah dikemukakan oleh ketua Bhabinkamtibmas. 
Sejalan dengan hal tersebut, Bentuk Kemitraan Kepolisian Sragen dengan Masyarakat 
dalam menjaga dan mewujudkan Kamtibmas juga dibentuk Kepala Seksi Keamanan 
Kelurahan melalui FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat).12 
Pemolisian masyarakat ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi adanya 
tindak kejahatan yang tentunya dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. 
Hal ini dilakukan dengan cara menyatu dengan karakter budaya yang berlaku di 
wilayah masyarakat tersebut, sehingga dari usaha yang dilakukan dapat diketahui 
permasalahan apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat, yang kemudian antara 
Bhabinkamtibmas dan masyarakat melakukan kemitraan bersama-sama untuk mencari 
jalan keluar serta menemukan solusi dari permasalahan yang tengah terjadi di 
masyarakat.13 
Penerepan program Polmas yang dilaksanakan oleh Kepolisian Wilayah Sragen 
dalam menjalankan terwujudnya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman 
beralkohol di daerah Sragen yang dimana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Kasat Narkoba Polres Sragen mengatakan bahwa:  Diantaranya yaitu: (a) Membangun 
Kemitraan. Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Kepolisian Sragen dengan 
masyarakat dengan menjalin kerjasama yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh 
agama, dan tokoh pemuda yang ada di wilayah Sragen dengan melakukan siskamling, 
pam swakarsa atau menjaga kamtibmas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh 
pemuda pada aktivitas di pasar wilayah Sragen dan  pengelolahan parkir, serta 
melakukan pencegahan dan mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kemitraan polisi 
dan masyarakat di setiap Kecamatan Sragen dirasakan berjalan dengan sangat baik, 
hal ini karena kemitraan antara polisi dan masyarakat terjalin melalui komunikasi yang 
dilakukan dengan sangat baik dan terbuka, disisi lain hubungan ini sama-sama saling 
menguntungkan kedua belah pihak, warga masyarakat hanya menyerahkan 
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kepercayaan penanganan maupun pencegahan tindak kejahatan kepada pihak 
kepolisian. (b) Peran FKPM dalam Menjaga Kamtibmas. Peran FKPM dalam 
mengidentifikasi, mensosialisasikan Polmas kepada masyarakat, merupakan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk peranan Polmas dan FKPM dalam kehidupan 
bermasyarakat khususnya di seluruh Kelurahan Sragen. Kehadiran FKPM diupayakan 
dalam rangka ikut membantu polisi dalam menjalankan fungsi kepolisian secara 
umum, terutama yang berkaitan dengan soal-soal keamanan dan ketertiban masyarakat 
(kamtibmas).14  
Adanya kemampuan setiap anggota dalam melaksanakan fungsi dan perannya 
bukan semata-mata merupakan kemampuan pribadi setiap anggota, namun 
pengetahuan dan kemampuan dalam mengidentifikasi, mengatasi dan menyelesaikan 
berbagai macam persoalan sosial tersebut, menurut peneliti hal terebut merupakan skill 
yang secara sengaja dibentuk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
penulis melalui wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Sragen mengatakan bahwa: 
Dikatakan secara sengaja dibentuk karena sebelum terbentuknya FKPM, masalah-
masalah sosial baik yang ringan maupun yang berat selalu dibebankan (dilaporkan) 
kepada pihak pemerintah desa maupun pihak kepolisian. Itu artinya masyarakat 
(sebelum FKPM dibentuk) belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang 
memadai (cukup) dalam menyelesaikan sendiri masalah-masalah sosial yang terjadi di 
masyarakat. Kegiatan pembinaan secara berkelanjutan oleh Bhabinkamtibmas, juga 
terdapat pada lembaga lain yang berperan dalam pembentukan karakter kepemimpinan 
para anggota FKPM dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada.15 
Penegakkan peredaran Miras yang dilakukan oleh Kepolisan Resort Sragen 
dilakukan dengan prosedur yang berlaku. Penyelidikan merupakan tahap permulaan 
dalam proses penyidikan, sedangkan penyelidikan merupakan suatu bagian yang tidak 
terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena dalam melakukan proses penyidikan yang 
di mana harus menentukan tersangka dalam suatu tindak pidana harus lebih dahulu 
dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan 
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perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan cara mengumpulkan 
bukti permulaan yang cukup. 
 
3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Aparat Kepolisian Dalam 
Penegakan Hukum Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran 
Minuman Beralkohol Di Daerah Sragen 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berupa data wawancara 
dengan Kabag Hukum Sekda Sragen mengatakan bahwa: Perencanaan PERDA No. 3 
Tahun 2018 dibuat  dimulai dari penyusunan Propemperda dalam hal ini Bupati 
menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di 
lingkungan pemerintah daerah melalui Bagian Hukum, Kemudian Bupati 
menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah 
kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD. Terkait dengan PERDA No. 3 Tahun 
2018 ini masuk dalam Propemperda Tahun 2017.16 
 Alasan daerah Sragen membuat PERDA No. 3 Tahun 2018 dibuat karena 
minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan 
jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat 
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor 
pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya 
pengendalian, penertiban dan pembinaan serta dalam rangka pengendalian dan 
pengawasan peredaran minuman beralkohol perlu membentuk Peraturan Daerah guna 
mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari 
dampak negatif peredaran minuman beralkohol.17 
 Daerah Sragen beranggapan PERDA No. 3 Tahun 2018 sangat penting dibuat, 
hal ini mengingat, dampak dari mengonsumsi minuman berakohol yang tidak hanya 
berefek pada kesehatan namun juga secara sosial. Orang yang mengkonsumsi alcohol 
secara berlebihan jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, 
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menganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai 
menjurus tindak pidana kriminal berat.18 
 Kaitan PERDA No. 3 Tahun 2018 dibuat terkait kepentingan ekonomi, 
keamanan atau mencegah kejahatan, dalam hal ini menurut Kepolisian Polres Sragen 
yang diwawancarai oleh Penulis menyatakan bahwa: (a) Masih banyaknya pelaku 
usaha yang tidak memiliki ijin untuk menjual minuman berakohol; (b) Penegakan 
hukum dan sanksi yang masih lemah; (c) Semakin meningkatnya dampak sosial 
konsumsi minuman beralkohol, seperti gangguan kamtibmas, tindak pidana dan 
kecelakaan; (d) Masih adanya budaya masyarakat untuk mengkonsumsi minuman 
beralkohol dalam acara hajatan warga.19 
 Minuman keras memang sering menimbulkan masalah. Banyak kasus kriminal 
berawal dari minuman beralkohol ini. Apalagi jika diminum dalam takaran berlebih, 
akan bisa mengakibatkan peminumnya menjadi mabuk dan tidak terkontrol 
kesadarannya. Banyak kasus-kasus kriminal, seperti perkelahian, penganiayaan, dan 
pemerkosaan dilakukan orang yang setengah sadar akibat pengaruh alkohol.20  Itu 
sebabnya, agama melarang minuman keras dan beralkohol ini karena akibat yang 
ditimbulkannya sering berekses negatif. Larangan dalam mengkonsumsi minuman 
keras terdapat didalam kandungan isi Surat Al-Maidah ayat 90-91: 
 ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak (minuman keras), judi, 
berhala, dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu jauhilah 
dia supaya kamu bahagia. Syaitan hanya bermaksud untuk mendatangkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu sebab khamar dan judi, serta menghalang 
kamu  dari pada ingat kepada Allah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mau 
berhenti?”21 
                                                          
18 Muh. Yulianto, Kabag Hukum Setda Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, 5 Agustus 2019, Pukul 
10.00-11.00 WIB. 
19 Djoko Satriyo, Kasat Narkoba Kepolisian Resort Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, 7 Agustus 
2019, Pukul 10.00-11.00 WIB. 
20 Djoko Satriyo, Kasat Narkoba Kepolisian Resort Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, 7 Agustus 
2019, Pukul 10.00-11.00 WIB. 





Selain itu dalam hadist juga menjelaskan mengenai larangan mengonsumsi 
minuman keras yaitu “Setiap yang memabukan berarti Khamr, dan setiap Khamr 
hukumnya adalah Haram”. (HR. Bukhari dan Muslim).22  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara 
dengan Kasar Narkoba Polres Sragen mengatakan bahwa: Dalam menangani kejahatan 
yang ditimbulkan karena pengaruh minuman keras ini, pihak kepolisian mengalami 
berbagai hambatan, yaitu : (a) Masih ada di beberapa daerah, meminum minuman 
keras merupakan tradisi untuk merayakan suatu peristiwa, misalnya perkawinan atau 
upacara adat. (b) Perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang 
melindungi pengedar dan penjual minuman keras. Pelanggaran minuman beralkohol 
oplosan digolongkan sebagai tindak pidana ringan sehingga dalam proses penegakan 
hukumnya penjual dan penggedar tidak bisa dilakukan penahanan seperti tindak 
pidana umum. (c) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam 
menanggulangi penyalahgunaan minuman keras. Masyarakat yang masih belum sadar 
bahwa betapa berbahayanya minuman beralkohol oplosan menjadi kendala para 
penegak hukum. Terkadang masyarakat seakan tidak peduli terhadap kandungan 
komposisi minuman beralkohol oplosan karena harganya yang murah dan daya beli 
masyarakat yang kurang terhadap minuman beralkohol resmi. 
 Penegakkan hukum pada peredaran Miras di Sragen yang dilakukan oleh 
Kepolisian Resort Sragen dan beberapa pihak dapat berjalan baik, efektif dan efisien 
jika memperhatikan kaidah yang berlaku. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 
netral, sehingga dampak positif ataupun dampak negatifnya terletak pada faktor-faktor 
tersebut yaitu sebagai berikut: 
a. Faktor hukumnya sendiri, yang misalnya undang-undang dan sebagainya. 
Dalam berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya 
yaitu agar supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya 
agar undang-undang tersebut mencapai tujuan sehingga efektif.23 
                                                          
22 Ibid, Hal. 94. 
23 Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 





b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang 
menerapkan hukum. 
Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan “status” dan peranan 
“role”. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, 
yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut 
sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan 
tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan “role occupant”. Suatu hak 
sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan 
kewajiban adalah beban atau tugas.24 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain 
dapat mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi 
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Kalau 
hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai 
tujuannya.25 
d. Faktor kebudayaan, yaitu lingkungan yang di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan juga mempunyai tujuan 
untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, maka 
masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dalam hal ini pasti 
masyarakat mempunyai pendapat mengenai hukum yang dapat mempengaruhi 
kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai 




                                                          
24Ibid, Hal. 14. 
25Ibid, Hal. 27. 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Yang 
Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran 
Minuman Beralkohol Di Daerah Sragen dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
 Penerapan program Polmas yang dilaksanakan oleh Kepolisian Wilayah 
Sragen dalam menjalankan program terwujudnya kamtibmas yang dimana 
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba Polres Sragen 
mengatakan bahwa:  Diantaranya yaitu: (a) Membangun Kemitraan, bentuk kemitraan 
yang dilakukan oleh Kepolisian Sragen dengan masyarakat dengan menjalin 
kerjasama yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang 
ada di wilayah Sragen dengan melakukan siskamling, pam swakarsa atau menjaga 
kamtibmas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pemuda pada aktivitas di pasar 
wilayah Sragen dan  pengelolahan parkir, serta melakukan pencegahan dan 
mengantisipasi gangguan kamtibmas. Kemitraan polisi dan masyarakat di setiap 
Kecamatan Sragen dirasakan berjalan dengan sangat baik; (b) Peran FKPM dalam 
Menjaga Kamtibmas, peran FKPM dalam mengidentifikasi, mensosialisasikan Polmas 
kepada masyarakat, merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk 
peranan Polmas dan FKPM dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di seluruh 
Kelurahan Sragen. 
Menegai Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Aparat Kepolisian Dalam 
Penegakan Hukum Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman 
Beralkohol Di Daerah Sragen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
penulis melalui Kasat Narkoba Polres Sragen mengatakan bahwa: Dalam menangani 
kejahatan yang ditimbulkan karena pengaruh minuman keras ini, pihak kepolisian 
mengalami berbagai hambatan, yaitu : (a) Masih ada di beberapa daerah, meminum 
minuman keras merupakan tradisi untuk merayakan suatu peristiwa, misalnya 
perkawinan atau upacara adat; (b) Perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung 
jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras. Pelanggaran minuman 
beralkohol oplosan digolongkan sebagai tindak pidana ringan sehingga dalam proses 





tindak pidana umum. (c) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta 
dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, masyarakat yang masih belum 
sadar bahwa betapa berbahayanya minuman beralkohol oplosan menjadi kendala para 
penegak hukum. 
4.2 Saran 
Untuk pihak Kepolisian, diharapkan kedepannya lebih meningkatkan kerjasama 
dengan kelompok masyarakat dan organisasi agama untuk mencegah peredaran dan 
penggunaan miras dengan giat melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh agama, 
tokoh masyarakat untuk membahas mengenai permasalahan minuman keras agar tidak 
meresahkan dikehidupan masyarakat. Selain itu diharapkan pihak kepolisian lebih 
meningkatkan upaya represif dalam pencegahan miras di masyarakat. 
Untuk oraganisasi masyarakat, diharapkan kedepannya lebih meningkatkan 
sosialisasi terhadap bahaya miras dan pentinganya untuk tidak mengkonsumsi miras 
dengan cara melakukan pertemuan dilingkup kelurahan dan tokoh agama harus giat 
melukan pemberitahuan dalam pengajian untuk mengarahkan masyarakat agar tidak 
mengkonsumsi miras karena dapat berdampak negative bagi kehidupan dimasyarakat 
guna demi menciptakan lingkungan dan generasi muda yang berkualitas. 
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